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Menimbang

a.

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih
tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);



Menetapkan :

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Penge-
lolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

W=

s

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
kabupaten.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Satuan kerja Pengelola Keuangan daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan APBD.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencana dan
penganggaran yang beisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.



Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Pendapatan direncanakan sebesar Rp. 874.930.212.063,00,- (Delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan
ratus tiga puluh juta dua ratus dua belas ribu enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp.92.537.611.707,00,- (Sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu
tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.381.633.896,00,- (Dua
puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan
puluh enam rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.271.408.400,00,- (Tiga
miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.3.524.570.411,00,- (Tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu
empat ratus sebelas rupiah).

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.59.359.999.000,00,- (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp.781.892.600.356,00,- (Tujuh ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta
enam ratus ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.734.685.921.999,00,- (Tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan
ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.47.206.678.357,00,- (Empat puluh tujuh miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu
tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal (3) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

endapatan Hi sebagaimana dimaksud pada ayat uruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00,-
2) Pend Hibah sebagai dimaksud pad (1) huruf a di k b Rp.500.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 933.924.423.063,00,- (Sembilan ratus
tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam puluh tiga
rupiah) yang terdiri atas:



Belanja operasional;
Belanja modal;

Belanja tak terduga; dan
Belanja transfer.

a0 op

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.
694.745.829.998,00,- (Enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan
ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa,

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

~o Q0 o

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.391.403.172.839,00,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga
puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
295.109.366.279,00,-(Dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh
enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.333.290.880,00
(Delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh
rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol
rupiah).



Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp.124.714.278.430,00,- (Seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus tujuh
puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset lainnya;

g. Belanja modal aset tak berwujud.

mo Qoo

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.21.747.234.730,00,- (Dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh
empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.24.532.992.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh
dua ribu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.75.305.825.700,00 (Tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh
ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.2.717.530.000,00,- (Dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.410.696.000,00 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

(8) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00
(nol rupiah)



Pasal 10

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.
109.464.314.635,00,- (Seratus sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat belas
ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.055.130.635,- (
Tiga miliar lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
106.409.184.000,00,- (Seratus enam miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu
rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.58.994.211.000,00 (Lima puluh
delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.
58.994.211.000,00 (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sebelas
ribu rupiah), yang terdiri atas;

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah,;

aoop
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 58.994.211.000,00 (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh
empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. (nol
rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal dalam Pasal2 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). yang terdiri atas:

Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00
(nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
0,00 (nol rupiah).

poow

11



(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja devised sebesar Rp. 58.994.211.000,00 (Lima puluh delapan
miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 58.994.211.000,00 (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh
empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakaat yang anggarannya belum tersedian dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya seta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri dari:

1.

2.
3.

% o

10,
11.
12,
13.
14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II
Lampiran III

Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, Belanja dan
pembiayaan;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Singkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan APBD;

Singkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan
Rancangan APBD;

Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaannya APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Desember 2021

-BUPATI DHARMASRAYA,

&= | 'y
> _.'§UTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Desember 2021

- _SEKRETARIS DAERAH,
/KA\BUPMEN‘QHARMASRAYA

f‘\-'/

,- A
LEMBHR?( DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR : 4.

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : 5/113/2021.
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LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022



LAMPIRAN II
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2022






